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Kesiapan BUMD Terhadap Pelaksanaan PI 10%
Jakarta, 30 September 2021
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TANGGAL
PENDIRIAN
25 November 2014

01

BIDANG USAHA
• Eksplorasi,
• Eksploitasi, dan 
• Jasa  Penunjang

Energi

02

ALAMAT PERUSAHAAN
Jalan Jakarta No. 40
Bandung, Jawa Barat 
40272
The Energy Building
Lantai 9, SCBD
Jakarta Selatan

03

PEMEGANG SAHAM
Pemerintah
Provinsi Jawa Barat  
(pemilik 100% saham  
perusahaan)

04

MODAL DASAR
Rp50.000.000.000

05

MODAL 
DITEMPATKAN DAN 
DISETOR PENUH 
Rp35.000.000.000,-
(per Juni 2021)

06

JUMLAH PEKERJA
80 Karyawan
(per Juni 2021)

07

STRUKTUR KORPORASI

Porsi Saham : 99.9% Porsi Saham : 62.13%

Jasa Teknik dan 
Manajemen

Eksplorasi & 
Produksi

UNIT BISNIS

PEMERINTAH PROVINSI 
JAWA BARAT 

INFORMASI UMUM PERUSAHAAN
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RINGKASAN KINERJA MUJ HINGGA 2020

Program Ekonomi, Kesehatan, 
Pendidikan, Lingkungan, 
Pemberdayaan Wanita3

Program CSR

Sehat AA

(Adopsi standar BUMN)

Tingkat Kesehatan

Pendapatan Usaha: 
Rp. 249 M

2017-2018
PI 10% WK 

ONWJ

2019
PI 10% WK ONWJ
Ketenagalistrikan

Pengelolaan Energi Terintegrasi
Infrastruktur Gas

Jasa Konstruksi Bidang Migas

2020
Pengelolaan PI 10% WK ONWJ

Pengelolaan Energi Terintegrasi 
Infrastruktur Gas

DRUPS Pertamina Grup

Manufaktur Rig Blok Migas
EBTKE PLTMH Cirompang

Revenue PI 10%
Revenue non-PI

24%

76%
16%

84%

2015-2016
Penguatan 

internal MUJ

Pendapatan Usaha: 
Rp. 172 M

Pendapatan Usaha: 
Rp. 232 M
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PARTISIPASI WK ONWJ 

PEMILIK PARTISIPASI: 
Awal 100% PERTAMINA 
Sejak 19 Januari 2017
90 % Pertamina
10 % BUMD (MUJ ONWJ)



PROSES PI 10%
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Proses Pengalihan PI 10% sesuai PERMEN ESDM 37/16

menunggu

Persetujuan POD 1 untuk suatu

lapangan pada suatu WK,

diterbitkan

SKK Migas menyampaikan surat

kepada Gubernur untuk

menyiapkan BUMD untuk

mengelola 10% PI

Max 10 hari kerja

Gubernur menyampaikan surat

penunjukkan BUMD kepada

SKK Migas

Max 1 Tahun kalender

SKK Migas menyampaikan surat kepada

KKKS, memberitahukan mengenai

penunjukkan BUMD

Max 10 hari kerja

Surat Penawaran Minat dari KKKS

kepada BUMD

Max 60 hari kalender

Surat Balasan Minat dan Kesanggupan

dari BUMD kepada KKKS

Max 60 hari kalender

BUMD melakukan due diligence

Max 180 hari kalender

Setelah due diligence, BUMD

meyampaikan surat meneruskan/tidak

meneruskan minat atas 10% PI

Max 180 hari kalender

KKKS & BUMD menindaklanjuti proses

pengalihan PI sesuai dengan ketentuan

PSC.

Max 30 hari kalender

KKKS, setelah menandatangani

Perjanjian Pengalihan PI dengan

BUMD/PPD/BUMN, mengajukan

permohonan persetujuan pengalihan PI

kepada Menteri ESDM melalui SKK

Migas

SKK Migas meneruskan permohonan

persetujuan pengalihan PI dari KKKS

kepada Menteri ESDM cq. Dirjen Migas

Dirjen Migas memeriksa & mengevaluasi

permohonan dan dapat meminta KKKS

untuk melakukan presentasi & klarifikasi

Menteri ESDM memberikan

persetujuan atas permohonan

pengalihan 10% PI

TIDAK DIATUR

TIDAK DIATUR

Max 30 hari kalender

Terdapat dua proses yang tidak

memiliki batas waktu sehingga

mengakibatkan ketidakpastian

keberlanjutan proses PI 10%

berikutnya



PROSES PI 10% TAHUN 2019-2021

9Sumber: SKK Migas



PROSES PI 10% TAHUN 2019-2021

10Sumber: SKK Migas



PENTINGNYA WAKTU DALAM PROSES REALISASI PI
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Keterlambatan realisasi PI 10% menyebabkan BUMD tidak bisa
berkontribusi maksimal untuk pembangunan daerah (secara
langsung maupun tak langsung) dan kehilangan momen investasi
pada program pengembangan usahanya.

Kontribusi BUMD 
pada Daerah

Keterlambatan realisasi PI 10% mengakibatkan BUMD akan
kehilangan time value of money dari pendapatan PI 10%

Time value of 
money 



J ujur,Unggul,Andal, Responsif, Akuntabel

Proses Pengalihan PI 10% sesuai PERMEN ESDM 37/16

No ProsesParticipating Interest (PI) 

sesuai PERMENESDM 37/2016

ProsesParticipating Interest (PI) 

WK yang tidak tertuang dalam 

PERMENESDM 37/2016

Jumlah Hari Pihak Yang Terlibat

KESDM SKK Migas K3S Pemprov PemKab/Kot BUMD Prov BUMD Kab PPD

1 Persetujuan POD 1 untuk 

Lapangan pada Suatu Wilayah 

Kerja

2 SKK Migas menyampaikan surat 

kepada Gubernur untuk 

menyiapkan BUMD untuk 

mengelola 10% PI

Max 10 Hari 

Kerja

3 Gubernur menyampaikan surat

penunjukkan BUMD kepada SKK

Migas

1. Proses Pembentukan BUMD 

Provinsi/ Kabupaten/Kota:

-Proses Pembuatan Peraturan 

Daerah terkait Pendirian BUMD

-Proses Pembuatan Peraturan 

Daerah terkait Penyertaan Modal

2.Konsolidasi Pemerintah 

Provinsi dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota

3.Konsolidasi BUMD Provinsi dan 

BUMD Kabupaten/Kota

Max 1 Tahun 

kalender

4 SKK Migas menyampaikan surat

kepada KKKS, memberitahukan

mengenai penunjukkan BUMD

Max 10 hari 

kerja
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Proses Pengalihan PI 10% sesuai PERMEN ESDM 37/16

No Proses Participating Interest (PI) 

sesuai PERMEN ESDM 37/2016

Proses Participating Interest (PI) 

WK yang tidak tertuang dalam 

PERMEN ESDM 37/2016

Jumlah Hari Pihak Yang Terlibat

KESDM SKK Migas K3S Pemprov PemKab/Kot BUMD Prov BUMD Kab PPD

5 Surat Penawaran Minat dari KKKS 

kepada BUMD

Max 60 hari 

kalender

6 Surat Balasan Minat dan 

Kesanggupan dari BUMD kepada 

KKKS

BUMD Provinsi dan atau BUMD 

Kabupaten memutuskan akan 

maju melalui BUMD secara 

langsung atau melalui Perusahaan 

Perseroan Daerah:

Jika membentuk PPD:

BUMD bersama-sama membentuk 

perusahaan patungan PPD sesuai 

ketentuan Permen ESDM 37/2016

KKKS akan melakukan due 

diligence kepada BUMD/PPD yang 

ditunjuk sesuai dengan ketentuan 

Permen ESDM 37/2016

Max 60 hari 

kalender
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Proses Pengalihan PI 10% sesuai PERMEN ESDM 37/16

No Proses Participating Interest (PI) 

sesuai PERMEN ESDM 37/2016

Proses Participating Interest (PI) 

WK yang tidak tertuang dalam 

PERMEN ESDM 37/2016

Jumlah Hari Pihak Yang Terlibat

KESDM SKK Migas K3S Pemprov PemKab/Kot BUMD Prov BUMD Kab PPD

7 BUMD melakukan due diligence 1.BUMD/PPD melakukan due 

diligence dokumen di data room 

dengan konsultan independen 

yang ditunjuk bersama untuk 

membagi porsi

2.Hasil Kajian akan disampaikan 

kepada BUMD dan Gubernur dan 

Bupati agar selanjutnya Gubernur 

membuat SK terkait proporsi PI 

10% atas bagian Provinsi dan 

Kabupaten.

3.Jika PI 10% dimiliki lebih dari 

satu Provinsi, maka akan dilakukan 

Perjanjian antar Pemerintah 

Provinsi.

Max 180 

hari 

kalender

8 Setelah due diligence, BUMD 

meyampaikan surat 

meneruskan/tidak meneruskan 

minat atas 10% PI

PPD akan melakukan penyesuaian 

besaran saham (jika diperlukan) 

sesuai dengan besaran porsi PI 

10% masing-masing pihak

Max 180 

hari 

kalender
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Proses Pengalihan PI 10% sesuai PERMEN ESDM 37/16

No Proses Participating Interest (PI) 

sesuai PERMEN ESDM 37/2016

Proses Participating Interest (PI) 

WK yang tidak tertuang dalam 

PERMEN ESDM 37/2016

Jumlah Hari Pihak Yang Terlibat

KESDM SKK Migas K3S Pemprov PemKab/Kot BUMD Prov BUMD Kab PPD

9 KKKS & BUMD menindaklanjuti 

proses pengalihan PI sesuai dengan

ketentuan PSC (Membuat 

Perjanjian Pengalihan)

TIDAK 

DIATUR

10 KKKS setelah menandatangani 

Perjanjian Pengalihan PI dengan 

BUMD/PPD/BUMN, mengajukan 

permohonan persetujuan 

pengalihan PI kepada Menteri 

ESDM melalui SKK Migas

TIDAK 

DIATUR

11 SKK Migas meneruskan 

permohonan persetujuan 

pengalihan PI dari KKKS kepada 

Menteri ESDM cq. Dirjen Migas

SKK Migas akan melakukan due 

diligence kembali atas PPD 

pengelola PI 10% dan BUMD 

penerima PI 10% sesuai Permen 

ESDM 37/2016

Max 30 hari 

kalender

12 Dirjen Migas memeriksa & 

mengevaluasi permohonan dan 

dapat meminta KKKS untuk 

melakukan presentasi & 

klarifikasi

Dirjen Migas akan melakukan due 

diligence kembali atas PPD 

pengelola PI 10% dan BUMD 

penerima PI 10% sesuai Permen 

ESDM 37/2016

TIDAK 

DIATUR

13 Menteri ESDM memberikan 

persetujuan atas permohonan 

pengalihan 10% PI

Max 30 hari 

kalender
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REKOMENDASI ATAS 
PERMASALAHAN DALAM 
IMPLEMENTASI                                                                                                         
PERMEN 37/2016



No PERMASALAHAN Keterangan Rekomendasi

1. Tata Waktu yang tidak diatur dalam

Permen 37/2016, 

• Tidak ada batas waktu pengajuan permohonan

persetujuan pengalihan PI dari KKKS kepada

Menteri ESDM melalui SKK

• Tidak ada batas waktu pemeriksaan & evaluasi

permohonan dari Dirjen Migas

Klausul penegasan waktu

maksimal terkait tata waktu

yang belum diatur oleh Permen

ESDM 37/2016 oleh 

Kementerian ESDM

2 Kurangnya sanksi pada ketentuan

Permen ESDM 37/2016, 

(WK POD1 dan WK Pengelolaan

Lanjut)

• Masih terdapatnya “keengganan” KKKS untuk

melakukan proses penawaran kepada

Pemerintah Daerah 

• Sanksi hanya di berikan kepada BUMD yang 

telah mendapat pengelolaan PI10% yaitu di 

Pasal 22 Permen ESDM No 37

Keten

tuan Sanksi kepada KKKS  

perlu di berlakukan. Untuk yang 

tidak memenuhi ketentuan

Permen ESDM 37/2016,  KKS 

yang ditandatangani setelah

berlakunya Permen 37/2016, 

wajib patuh. 

REKOMENDASI ATAS BEBERAPA PERMASALAHAN



No PERMASALAHAN Keterangan Rekomendasi
3 Penetapan Pemda Calon Penerima PI 

10 % pada WK yang berada Sebagian 

atau seluruhnya di atas 12 Mil laut. 

Tidak terdapat kejelasan dalam Permen 37/2016 

apakah perlu di mintakan penunjukkan oleh Menteri 

ESDM atau tidak, berada diatas 12 mil laut.

Perlu pengaturan lebih lanjut, untuk

lapangan eksisting yang 

Sebagian/keseluruhan di atas 12 

mil,  agar di sampaikan kepada

Gubernur yang dalam wilayah 

administrasinya terdapat lapangan

tersebut.

4 Persyaratan Komposisi saham BUMD 

antara PP 54/2017 dan Permen ESDM 

no 37/2016

Perbedaan komposisi saham BUMD, Sebagian 

BUMD berpatokan kepada PP 54/2017 yang memiliki 

pengaturan lebih tinggi dari Peraturan Menteri.

Perlu penegasan

5 Kepastian Signature Bonus yang tidak

ditanggung oleh BUMD atau PPD 

• Tidak terdapat klausul kewajiban signature bonus 

tidak termasuk dalam kewajiban BUMD dalam

Permen 37/2016

• Terdapat preseden dalam pengalihan PI di WK 

ONWJ dan WK Mahakam, yang merujuk

persetujuan MESDM, BUMD tidak menanggung

Signature Bonus

• Dalam pembahasan perjanjian PI 10%, klausul

kewajiban Signature Bonus berpotensi muncul.

Perlu penegasan

REKOMENDASI ATAS BEBERAPA PERMASALAHAN



No PERMASALAHAN Keterangan Rekomendasi

6 Penegasan Nilai Pengalihan dari PI 10% • Tidak terdapat klausul terkait Nlai

Pengalihan dari PI 10%  dalam Permen

ESDM 37/2016

• Terdapat -performance bond yang 

nilainya melebihi besaran signature 

bonus (kasus WK OSES) dan tidak

dikembalikan kepada BUMD jika

komitmen telah dijalankan

Diperlukan penegasan terkait nilai

pengalihan PI 10%

7 Penentuan Tanggal Efektif Pemberlakuan PI 10% Tidak terdapat klausul “Tanggal Efektif” 

Pengalihan dari PI 10%  dalam Permen

ESDM 37/2016

Perlu penegasan, merujuk

persetujuan pengalihan PI 10 % 

yang sudah ada

REKOMENDASI ATAS BEBERAPA PERMASALAHAN



@migashulujabar

PT Migas Hulu Jabar
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Terima Kasih
Hatur Nuhun


